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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN REKLAME ROKOK DI KAWASAN
TANPA ROKOK KOTA PADANG
(Muhammad Fajar, 2110117006, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan
otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang salah satunya
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah, termasuk pajak reklame, merupakan salah satu
lkomponen penting dalam meningkatkan PAD. Namun demikian, penyelenggaraan reklame, khususnya
reklame rokok, dihadapkan pada pembatasan hukum, terutama dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantara nya Peraturan Wali Kota Padang
Nomor 9 Tahun 2024 tentang perhitungan nilai sewa reklame, jenis/bentuk benda pajak, dan tata cara
penyelenggaraan reklame. Iklan rokok adalah kegiatan mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan
kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
namun pada fakta yang ada di lapangan hal ini dinilai belum maksimal dilakukan dikarenakan masih
ditemukan iklan rokok seperti pada papan reklame atau spanduk dan di videotron yang terpasang di wilayah
Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, Perfama, Bagaimana penegakan
hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang? Kedua, Apa kendala
yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota
Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif]
analitis, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta dilakukan
analisis yuridis kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapat hasil sebagai
berikut: Pertama, Penegakan hukum iklan rokok oleh Bapenda selaku yang berwenang dalam pengawasan dan
penertiban iklan rokok dinilai belum maksimal dikarenakan nya masih ada oknum penyelenggara yang
memasang kembali setelah dilakukannya penertiban iklan rokok oleh Bapenda. Kedua, kendala yang dihadapi
dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang Tim
pengawasan sudah melakukan pemantauan setiap hari, tetapi masih ditemukan pemasangan ulang oleh pelaku
usaha yang tidak tertib setelah penertiban.
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LAW ENFORCEMENT OF THE PROHIBITION OF TOBACCO ADVERTISING IN
SMOKE-FREE AREAS IN PADANG CITY

(Muhammad Fajar, 2110117006, Specialization Program in Administrative Law (PK VII), Faculty of|

Law, Andalas University,82 pages 2026)

ABSTRACT

The implementation of regional government within the framework of the Unitary State of the Republic of]
Indonesia aims to promote public welfare through development and the provision of public services. In the
implementation of regional autonomy, local governments are expected to achieve fiscal independence, one of|
the main sources of which is Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Local taxes,
including advertisement tax, constitute an important component of local revenue generation. However, the
administration of advertisements, particularly tobacco advertisements, is subject to legal restrictions, especially
within Smoke-Free Areas, as regulated under various laws and regulations, including Mayor of Padang
Regulation Number 9 of 2024 concerning the Calculation of Advertisement Rental Value, Types/Forms of|
Taxable Advertisement Objects, and Procedures for Advertisement Administration. Tobacco advertising refers
to activities promoting tobacco products, with or without compensation, to the public with the aim of]
influencing consumers to use the advertised products. Nevertheless, empirical findings indicate that the
implementation of these regulations has not been fully effective, as tobacco advertisements in the form of
billboards, banners, and videotrons are still found within designated Smoke-Free Areas. This study addresses|
two research questions: first, how is the law enforced against violations involving tobacco advertisements in
the Smoke-Free Areas of Padang City; and second, what obstacles are encountered in enforcing the law against
such violations? This research employs an empirical juridical method with a descriptive analytical approach.
The data consist of primary and secondary data, which are analyzed using qualitative juridical analysis. The
findings reveal that, first, the enforcement of regulations on tobacco advertisements by the Regional Revenue
IAgency (Badan Pendapatan Daerah/Bapenda), as the authority responsible for supervising and controlling
tobacco advertisements, has not been fully effective because certain advertisement operators reinstall tobacco
advertisements after enforcement actions have been carried out. Second, although the supervisory team
conducts daily monitoring, repeated violations continue to occur due to the reinstallation of tobacco
advertisements by non-compliant business operators following enforcement measures.
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